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Abstract

Research and development (R & D) isa very important gover nment support affair
in giving and providing references for policy makers. Theimportant roleof R& D
needs to be accommodated in optimal institutions so that the implementation of
duties and R & D functions can run smoothly. This article tries to identify the
institutions that handle R & D affairs at provincial and regency / city level in the
Province of Banten. Using a descriptive-qualitative approach, this study found
that R& D affairsinthe province of Banten have not been assigned in independent
institutions, but attached to Bappeda institutional with the structural level of Field
(echelon 111). Also, there is a mismatch between the main tasks of the Field that
manages R & D affairs and the main task as mandated in Domestic Ministerial
Regulation Number 5 Year 2017.

Keywords. Research Affairs, institutional, gover nance, Banten
Abstrak

Pendlitian dan pengembangan (litbang) ada ah urusan penunjang pemerintahan yang sangat
penting keberadaannyadalam memberikan dan menyediakan stok pengetahuan bagi
policy maker. Peran penting litbang tersebut perlu diakomodir dalam kelembagaanyang
optimal agar pelaksanaan tugas dan fungsi litbang dapat berjalan lancar. Artikel ini
mencobamengidentifikas kelembagaan yang menangani urusanlitbang di tingkat Proving
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dan Kabupaten/ Kotadi wilayah Provins Banten. Dengan menggunakan pendekatan
deskriptif-kuditatif, penelitian ini menemukan bahwaurusan litbang di wilayah Proving
Banten belum diakomodir dalam kel embagaan mandiri, namun mel ekat padakel embagaan
Bappedadengantingkatan struktural Bidang (eselon[11). Selainitu, berdasarkan uraian
tugaspokok danfungs daam peraturan kepaadaerah masing-masingwilayahdi Proving
Banten, terdapat ketidaksesuai an antaratugas pokok Bidang yang mengelolaurusan
Litbang dengan tugas pokok sebagai manadiamanatkan dalam Permendagri 5/2017.

KataKunci: Urusan Pendlitian, kelembagaan, tatakel ola, Banten.

A. PENDAHULUAN

K eembagaan perangkat daerah yang menangani urusan Litbang jugamemiliki tupoks untuk
mel akukan pengembangan dan penyebarluasan informasi ilmu pengetahuan dan teknol ogiyang
dihaslkanlembagapenghasi! (inventor) dengan lembagapengguna(user) baik dari kalanganindustri,
usahamikro kecil menengah (UMKM) maupun masyarakat. Prosesadops inovas jugadiharapkan
menyentuh aspek tata-ke olapemerintah daerah sertapel ayanan publik sehinggaterciptapeningkatan
ef ektivitas dan penambahan efisiensi. Hal ini sesual dengan amanat UU No. 23/2014 pasal 386
yang menyebutkan bahwainovas daerah merupakan upaya peningkatan kinerjapemerintah daerah.

Sebagai turunandari UU No. 23/2014, PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah (pengganti
PP No. 41/2007 tentang Pedoman Organisas Perangkat Daerah) sebetulnyamemperkuat eksistens
lembagalitbang pemerintah daerah sebagai perangkat daerah yang berbentuk Badan dengan tugas
membantu gubernur me aksanakan fungs-fungs penunjang urusan pemerintahan. Berdasarkan hasll
perhitungan variabd danindikator yang terdapat dalam peraturan ini, sebetul nyapemerintah daerah
dapat membentuk perangkat daerah berbentuk Badan sesual dengan kategori hasil perhitungannya.
Namun, dalam struktur pemerintah Provinsi Banten, urusan Litbang digabung dengan urusan
Perencanaan. Hal yang samaterjadi jugadalam struktur pemerintah daerah di del apan kabupaten/
kotayang adadi Proving Banten.

Mengacu padaPPN0.18/2016 hasil pemetaan organisas perangkat daerah di Proving Banten
berimplikasi padapenggabungan urusan Litbang dengan urusan Perencanaan yang selanjutnya
dituangkan dalam bentuk Perda. Berdasarkan Perdadi masing-masing kabupaten/kotaataupun
Proving Banten, urusan Litbang dikel olasal ah satu bidang yang adadi Bappeda. Meski demikian,
berdasarkan struktur organisasi yang ada, terdapat beberapa perbedaan unit organisasi di bawah
Bidang Litbang. K eterlambatan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri mengel uarkan
regulasi Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/K otayang
Melaksanakan Fungs Penunjang Penyel enggaraan Urusan Pemerintahan (Permendagri nomor 5
tahun 2017) menjadi penyebab munculnyaperbedaanini.

Digabungnyaurusan Litbang dengan urusan Perencanaan memang dimungkinkan. PPNo. 18/
2016 Pasal 27 menyebutkan bahwa urusan Perencanaan dan urusan Litbang merupakan urusan
penunjang pemerintahan yang serumpun. Hal ini diperkuat dengan Permendagri Nomor 5 tahun
2017 yang menyebutkan bahwadalam hal Bappedadaerah provins dan Bappedakabupater/kota
digabungkan dengan Badan tipe C atau Badan yang diturunkan tipel ebih rendah dari hasil pemetaan,
nomenklaturnyamenjadi gabungan dari fungs penunjang urusan pemerintahan yang digabungkan.

Kondis existing yang ada, berdasarkan peraturan daerah pembentukan organisasi perangkat
daerah di masing-masing kabupaten/kotadan pemerintah Provins Banten, tidak adanomenklatur
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang menyebutkan penelitian dan pengembangan.
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Persoalan lainnya, meski memiliki kesamaan berupa digabungnyatugas peran litbang dengan
perencanaan pembangunan, namun dalam ha struktur organisas masing-masing Bappedamemiliki
perbedaan. Hal ini berpengaruh pada pel aksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga muncul
permasal ahan kurangnyas nergitasantaraBidang Litbang BappedaProving Banten dengan Bidang
Litbang Bappedakabupaten/kotaataupun antar Bidang Litbang kabupatern/kotaitu sendiri. Hal ini
dapat dilihat dari belum adanyakesesuai an program kerjakelitbangan antara provinsi dengan
kabupaten kota.

Kondisi ini tentu sgjaakan mempersulit fungs pembinaan yang seharusnyadilakukan oleh
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagai manadisebutkan dalam UU No. 23/2014 Pasal
375ayat 6 yaitu pembinaan yang bersfat umum dan teknisdilakukan daam bentuk fasllitas, konsultas,
pendidikan dan pel ati han serta penelitian dan pengembangan dalam kebijakan yang terkait dengan
otonomi daerah. Berdasarkan hal tersebut diperl ukanidentifikas kelembagaan urusan Litbang daam
tatakel olapemerintah proving ataupun kabupatervkotadi wilayah Proving Banten yang ditindaklanjuti
upayayang harusdilakukandal am rangka peningkatan peran |lembagatersebut agar keberadaannya
dapat menjadi penunjang bagi pencapai an tujuan pembangunan daerah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitianini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dilaksanakan padabulan
Oktober sampai dengan Desember 2017. Pengumpulan datadan informasi dilakukan melalui
wawancaramendalam (indepth-interview) dengan informan yang berasal dari Bappeda Provins
Banten serta Bappeda K abupaten/Kota. Selainitu dilakukan studi literatur dan telaah dokumen
yang relevan dengan permasal ahan pendlitian.

C. KERANGKA KONSEP

KeuarnyaUU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa beberapa perubahan
penting dalam tata-kel ola pemerintahan daerah. Salah satu perubahan penting tersebut adalah
menyangkut kontribusi peran penelitian dan pengembangan (litbang) dalam menunjang urusan
pemerintahan daerah. Padapasal 219 dalam undang-undang tersebut secaraeksplisit disebutkan
bahwa litbang merupakan urusan yang menjadi kewenangan daerah untuk menunjang fungsi
pemerintahan. Dengan adanyalembagalitbang, diharapkan setiap kebijakan yang diambil dalam
rangkapencapaian vis pembangunan pemerintah baik pusat maupun daerah dilakukan melalui
penelitian dan pengkajian terlebih dahulu, sehinggalandasan pengambilan keputusannyabisa
dipertanggungj awabkan secarailmiah. Implementas kebijakan pendlitian dan pengembangan sebegal
sebuahinditus seharusnyamemberikan nilai positif kepadaproses pengambilan kebijakan pemerintah
daerah (Wismono 2014).

K ebijakan daerah berupapenggabungan urusan Litbang dengan urusan Perencanaan memang
dimungkinkan sebaga manatertuang dalam PP No. 18/2016. Dengan penggabunganini diharapkan
lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi think tank pemerintah
daerah melalui perwujudan perencanaan berbasis kegiatan kelitbangan. Think tank pemerintah
memiliki beberapakeunggulan dibandingkan think tank eksternal, di antaranya pemahaman yang
mendalam atas program-program dan prioritas pemerintah (yang tentunya bermanfaat untuk
menyesuai kan masukan dengan kebutuhan di [apangan) sertakemampuan melakukan koordinas
lintaslembagapemerintah (Mackenzie, Pellini, and Sutiyo, 2015).

Perbedaan desain struktur organisas pemerintah daerah memang bukan merupakan hal yang
baru. Kgadian serupajugaterjadi padasaat implementas PP No. 41/2007 sebagai turunan dari
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UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desain struktur Satuan K erja Perangkat Daerah
(SKPD) yang dibentuk berdasarkan PP No. 41/2007 oleh masing-masing pemerintah daerah pada
kenyataannya berbeda-bedabaik nomenklatur, susunan organisasi, maupun tingkat eselonisasinya
(Sukarno 2010). Hal ini menjadi penyebab efektivitasdan efisiens kinerjaorganisas berbeda-beda
hasilnya, mengingat efektivitasdan efisens kinerjadipengaruhi oleh aspek kaidah organisas dan
perubahan kebijakan terkait yang memungkinkan terjadinyatumpang tindih peraturan sehingga
menimbulkan multi tafsir oleh masing-masing Pemerintah Daerah dan SKPD-nya(Sukarno 2010).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Kelembagaan Litbang Pemerintah Provins dan Kabupaten/K otadi Wilayah
Proving Banten

KeluarnyaUU No. 23/2014 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diikuti dengan
keluarnya PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada kewajiban pemerintah
daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk segeramenyusun peraturan daerah (Perda)
sebagal turunan dari regulasi dimaksud. Dalam PP No. 18/2016 pasal 124 ayat 2 disebutkan bahwa
padasaat Peraturan Pemerintah ini mulal berlaku, untuk pertamakai, perda pembentukan perangkat
daerah dan pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada perangkat daerah
disdesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sgjak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Adanya persyaratan batasan waktu untuk membuat regulasi berupa peraturan daerah
nampaknyamenjadi tantangan ditengah segal apermasal ahan yang ada. Meski seluruh pemerintah
daerah yang adadi wilayah Provins Banten berhasil memenuhi persyaratan waktu yang telah
ditetapkan, namun berdasarkan hasil wawancaradiperolehinformas bahwadalam penyusunan
Perdatentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dirasakan bebergpakendaa Hal tersebut
nampak dari kutipan wawancaradengan informan yang berasal dari Biro Organisas Sekretariat
Daerah Proving Banten berikut ini:

“ Setelah disahkannya Peraturan Pemerintan Nomor 18/2016 pada bulan Juni,
pemerintah daerah termasuk pemprov Banten har us menyel esaikan perda tentang
Organisasi Perangkat Daerah paling lambat bulan desember. Biro Organisas
bersama stakeholder lainnya di pemprov Banten har us mampu menjawab hal ini.
Selain waktu, hal lainnya yang dirasakan menjadi kendala adalah kurangnya data
dan informasi mengingat dalam penentuan besaran perangkat daerah masing-
masing,harus mengisi indikator variabel umum dan variabel teknis. Skor yang
didapat oleh masing-masing urusan inilah yang menentukan besaran Organisasi
Perangkat Daerah (OPD)”

Atau pendapat |ainnyayang disampai kan oleh Kabag. Organisas Kota Serang:

“Kami bagian organisasi dalam menyusun besaran organisasi memperhatikan
berbagai pertimbangan. Selain harus mengacu pada PP 18/2016, kami pun harus
memper hatikan berbagai jenisjabatan yang sebelumnya ada, agar jangan sampai
ketika Perda disahkan banyak orang yang nonjob. Meski ada pertimbangan
efisensi organisasi namun pertimbangan ter sebut ada. Dan alhamdulillah setelah

perda disahkan, meski terjadi efisiensi namun hal itu tidak menjadi masalah karena
sebanding dengan pejabat yang pensiun”

Berdasarkan kutipan wawancaradiatasterlihat bahwasd an permasalahan waktu penyelesaian
perdayang hanyaditenggat 6 bulan setel ah disahkannyaPP No. 18/2016, permasalahan lainnya
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adal ah kurang tersedianyadatadaninformas yang dibutuhkan oleh Organisas Perangkat Daerah
(OPD) untuk mengis variabe umum danvariabel teknissetigp indikator untuk tigp urusan pemerintah
daerah sesual dengan kewenangannya. Hadl pengisanindikator ini selanjutnyadikonsultaskan kepada
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk menentukan besaran
organisasi berdasarkan tipologi A, B dan C atau bahkan pengabungan dua urusan. Selainitu,
pertimbangan alokas jabatan bagi pejabat struktural menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah
agar ketika Perdatentang Perangkat Daerah disahkan tidak diikuti dengan nonjobnya pejabat
struktural akibat tidak sebandingnyajumlah jabatan dengan jumlah pejabat yang ada. Hal ini
menunjukan asasefisiens berupapengurangan belanjadaerah karena pengurangan jumlah jabatan
tidak menjadi pertimbangan utama. Padaha peningkatan penekanan pada pembagian fungs yang
lebih besar dan peningkatan produktivitasdiidentifikas sebagai bagian dari program penghematan
biayayang |ebih besar (Boyle and Riordan, 2013). Efisens melalui peningkatan fungsi masing-
masing bagian organisasi nampaknya lebih dikesampingkan dibandingkan dengan upaya
menyelamatkan pegawai untuk tidak kehilangan jabatannya. Dengan katalain reorganisas yang
dilakukan lebih berorientas kepada pemerintah daerah itu sendiri bukan melihat aspek pelayanan
yang harusdiberikan kepadamasyarakat. Hal ini tidak sgjaan dengan hakikat desentralisas yakni
upayamembuat kepemerintahan (governance) ditingkat |okal 1ebih responsif padapermasalahan
masyarakat kebanyakan (LAN, 2013;27).

Hasi| pemetaan kel embagaan berdasarkan PP No. 18/2016 menetapkan urusan Litbang di
pemerintah provins ataupun kabupaten/kotadi wilayah Provins Banten ditangani oleh Bidang
setingkat eselon 111. Dari delapan kabupaten/kota, K ota Tangerang Selatan dan K ota Tangerang
memiliki nomenklatur bidang yang berbedadengan nomenklatur bidang di pemerintah proving ataupun
kabupaten/kotalainnya. Jkaproving dan enam kabupaten/kotala nnyamenggunakan nomenklatur
Bidang Pendlitian dan Pengembangan, BappedaK ota Tangerang Sel atan menggunakan nomenklatur
Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pemerintahan Umum sedangkan untuk BappedaK ota
Tangerang menggunakan nomenklatur Bidang Pengel olaan Data Perencanaan, Penelitian, dan
Pengembangan. Status kel embagaan dan dasar hukum pembentukan Bidang Litbang dalam struktur
organisas Bappedadi wilayah Proving Banten disgjikan dalamtabel berikut ini:

Tabel 1.
Status K elembagaan dan Dasar Hukum Pembentukan Bidang Litbang dalam Struktur Organisasi
Bappedadi Wilayah Provins Banten

No | Prov/Kota/Kab Status Kelembagaan Dasar Hukum
Hedang PEHE]MEF dan Penggmb 83 | | Peraturan Daerah Provinsi BantenNo.8
1. Eepala Sub Bidang Penelitian 3
L : g : Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Sopsial, Pemenntahan, Ekonomni dan % Trits
Pl Susunan Peranglkat Daerah Provins Banten

1 Banten 3 Ke alga b Bidane Inovasidan 2. Peraturan Gubemur BantenNo 83 Tahun

e paia 5 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokolk,
Telknolog S 5
: Fungzi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata
3.EKepala Sub BidangData dan : P
3 EKerja Peranglkat Daerah Provinsi Banten
Infonmasi
5
Bidang Penclitian dan Pengembangan 1. Peraturan Daerah Kota SerangMNo.7 Tahun
. : 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

1. 8ub Bidang Litbang Pemsosbud

2 Serang 2. 3ub Bidang Litbang Ekenorm dan Yeangkat Bansh Balaitenng
P;Emb:an e 2. Peraturan Walikota Serang Mo 29 Tahun
3 Sub Bigd:an A e 2016 tentang Kedudukan, Susunan Orgamizasi

’ & g dan Tata Kerja Peranglkat Daerah Kota Berang

Jurnal Borneo Administrator/Volume 14/No. 1/2018

21



B

Implementasi KebijakanPenataan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan dalam Tata-Kelola Pemerintah Daerah di Provinsi Banten

Oki Oktaviana, Devi Triady Bachruddin dan Guntur Fernanto

Bidang Penelitian dan Pengembangan
1. 5ub Bidang Pengkajian Eebijakan
Unmum Permmbangunan

2.5ub Bidang Penelitian

1. Peraturan Daerah Kota Cilegon No 3 Tahun
2016 tentang Pemmbentukan Perangkat Daerah
Eota Cilegon

Pembangunan
3.3ub Bidang Litbang Inowvasi dan
Telknelog

Cilegon Pengembangan Perekononman, SDA, 2. Peraturan Walikota Cilegon MNo.77 Tahun
Infrastuktur dan Eewilayahan 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organizasi,
3.3ub Bidang Penelitian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengembangan Sosial Budaya dan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemerntahan
Bidang Pengelolaan Data Perencanaan, | 1. Peraturan Daerah Kota TangerangNo
Penelitian, dan Pengembangan Tahun 2016 tentang Pembentulcan dan
1.5ub Bidang Pengelolaan Data Susunan Peranglkat Daerah Kota Tangerang

4 Tangerang Perencanaan 2. Peraturan Walikota TangerangMNo 78
21.3ub Bidang Penelitian dan Tahun 2016 tentang Kedudulkan, Susunan
Pengembangan Orgamsasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangman Daerah
1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan
Bidang Penelitian, Pengembangandan | No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Permerintahan Urrum Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang
Tangerang 1. Seks@ Penelitian dan Penglkajian _ Selatan

Selatan 2. 5eksl Pengembangan dan Inovasi 2. Peraturan Walikota Tangerang Selatan
Daerah MNo. 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
3.8eksl Perencanaan danPengendalian | Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Pembangunan Pemenntahan Unmum Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah
Bidang I’.'EI]E].].TJ.E..II i Pengembangan 1. Peraturan Daerah Kabupaten SerangMNo.11
LS .Bldang Lithang fosal dan Tahun 2016 tentang Pembentulkan dan
X COme g iy Susunan Peranglkat Daerah Kabupaten Serang
& Kab. Serang 2.3ub Bidang Litbang Ekonomi dan

2. Peraturan Bupati Serang No 49 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi dan Tata Eerja
EBadan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kab. Pandeglang

Bidang Penelitian dan Pengembangan
1.5ub Bidang Penelitian dan
Pengleajian

2.8ub Bidang Pengnatan Sistern
InovasiDaerah

3.5ub Bidang Data dan Evaluasi
Eebijakan Pembangunan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
No.6 Tahun 2016 tentang Permmbentukan dan
Susunan Peranglkat Daerah Kabupaten
Pandeglang

2. Peraturan Bupati PandeglangNo 63 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah

Eab. Lebak

Bidang Penehtian dan Pengembangan
1.5ub Bidang Sosial Ekonerm dan
Pemenmntahan

2.5ub Bidang Pembangunan, [novasi
dan Teknolog

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No 8
Tahun 2016 tentang Pembentulan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak
2. Peraturan Bupati Lebak Mo 534 Talun 2016
tentang Kedudulkan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah

Eab. Tangerang

Bidang Penelitian dan Pengembangan
1.5ub Bidang Litbang Sosial Budaya
dan Pemenntahan

2.3ub Bidang Litbang Ekonoemi dan
Prazarana Wilayah

1. Peraturan DaerahNo.11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Peranglat
Daerah Kabupaten Tangerang

2. Peraturan Bupati TangerangNo 109 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumber: Perda Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kotadi Provinsi

Banten. Pergub, Perbup dan Perwal Susunan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/
Kota di Provinsi Banten
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Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa berbedanya nomenklatur bidang disebabkan
penyesua an tugas pokok dan fungs bidang tersebut sebagaimanatertuang dalam Peraturan Waikota
Tangerang No.78 Tahun 2016 tentang K edudukan, Susunan Organisasi, Tugasdan Fungs serta
TataK erjaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah ataupun Peraturan Walikota Tangerang Selatan
No.70 Tahun 2016 tentang K edudukan, Susunan Organisas, Tugas, Fungs dan TataK erjaBadan
Perencanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikotatersebut, selain menangani
urusan Litbang, bidang tersebut juga mel aksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian,
pemantauan pel aksanaan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan pemerintahan umum
(lingkup bidang K epegawaian Pendidikan dan Pelatihan, I nspektorat, Satuan Polis Pamong Prgja,
Sekretariat Dewan, K esatuan Bangsadan Politik, K ecamatan serta Perencanaan Pembangunan
Daerah).

Seperti halnyaK ota Tangerang Selatan, Peraturan Walikota Tangerang No.78 Tahun 2016
tentang K edudukan, Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi serta TataK erjaBadan Perencanaan
Pembangunan Daerah mengamanatkan urusan lain yang harusditangani oleh Bidang Pengel olaan
DataPerencanaan, Penelitian, dan Pengembangan. Bidang ini mel aksanakan tugas pengumpulan,
pengkompilasian, dan penyajian data perencanaan pembangunan daerah yang bersifat sektoral dan
gpasid dalam sega aaspek (sosd-kemasyarakatan, ekonomi, pemerintahan, sertasarana/prasarana).
Berdasarkan tupoks tersebut, penekanan tugasbidang ini |ebih concer n kepada urusan pengolahan
(verifikas dan validas) sertapembaruan (updating) dan penyajian data perencanaan pembangunan
daerah yang sebetulnya merupakan tupoksi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Dagerah sebagai manatertuang dalam Permendagri Nomor 5/2017.

Hal serupa juga ditemukan dalam susunan organisasi Bappeda Provinsi Banten. Meski
nomenklatur bidangnyaPenelitian dan Pengembangan, namun dalam struktur organisasinyaterdapat
Sub Bidang Datadan Informas yang masuk dalam Bidang ini (Pergub Banten No. 83 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan TataK erjaPerangkat
Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian
Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas Perangkat Daerah). Secaraeksplisit
dalam Pergub 38/2017 jugadisebutkan bahwabidang ini memiliki uraian tugasyang diantaranya
menyiapkan dan merumuskan konsep kebijakan teknis, ketentuan dan standar pelaksanaan
pengel olaan datadaninformas pembangunan, penditian dan pengembangan daerah.

Berdasarkan uraian di atasterlihat bahwake embagaan yang menangani urusan Litbang dalam
pemerintah daerah provins maupun kabupatervkotadi Banten dikelolaoleh Bappeda. Jkamerujuk
padaPermendagri 52017, nampaknyaperlu dilakukan penyesuaian melaui revis Peraturan Gubernur
ataupun Peraturan Walikota/Bupati, agar |embagaataupun bidang yang menangani urusan Litbang
lebih fokuskarenatidak dibebani urusanlainnyadiluar kelitbangan. K etidaksesuaian antaraPergub,
Perbup ataupun Perwal dengan Permendagri No. 5/2017 | ebih disebabkan karena keterlambatan
keluarnyaregulas Permendagri dimaksud. Hal ini terkonfirmad dari hasil wawancaradengan bebergpa
informan sebagaimanadisgikan berikut ini:

“Keluarnya Perda dan Perwal yang mengatur tentang Organisasi Perangkat

Daerah ataupun tupoksi OPD lebih duluan dibandingkan dengan Permendagri 5/

2017. Untuk merubah perda nampaknya akan sangat sulit karena akan

berhubungan dengan pihak legidlatif dan prosesnya akan panjang. Paling yang

lebih memungki nkan adalah mer ubah perwal tupoks karena cukup ditandatangani

Walikota”

(Sumber: wawancaradengan informan Bidang Litbang BappedaKota Cilegon).
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Atau pendapat informan lain yang menyebutkan:

“Masal ah kelembagaan kami tidak bisa apa-apa. Jika memang tidak sesuai dengan
regulasi Permendagri 5/2017 mungkin nanti perwal bisa direvisi.Untuk perda
nampaknya akan sulit, apalagi jika hanya mengganti nomenklatur. Karena waktu
itu daerah dituntut har us mengesahkan perda OPD di bulan desember, sementara
permendagri keluar setelahnya. Yang penting secara substansi kami bisa
berkontribusi bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah”

(Sumber Wawancara dengan informan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pemerintahan Umum Bappeda
Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan kuti panwawancaradi aasterlihat bahwauntuk merubah nomenklatur dari semula
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan dan Pendlitian
Pengembangan Daerah membutuhkan upayalebih karenaharusmdibatkan unsur legidatif danmeldui
prosesyang panjang. Informan menganggap hal tersebut sulit untuk dilakukan jikahanyasebatas
mengubah nomenklatur kel embagaan tanpaberimplikas padaperubahan substang tatakelola. Karena
itu, informan menganggap | ebih rel evan mengubah peraturan kepa adaerah yang dianggapnyalebih
berpengaruh padapeni ngkatan kinerjabidang yang menangani urusan Litbang. Hal ini menggambarkan
bahwaal asan keterlambatan keluarnya Permendagri No. 5/2017 seolah memberikan ruang bagi
pemerintah daerah untuk tetap menggunakan nomenklatur lembagasesua dengan Perdamasing-
masing. Diperlukan presuredari Kementerian Dalam Negeri agar daerah mengikuti regulas yang
telah ditetapkan.

Hasi| wawancaralainnyamenunjukan bahwasel ain kel embagaan, ketersediaan sumber daya
manusiafungsiona peneliti maupun tenagaadministras dianggap menjadi permasad ahan bidangyang
menangani urusan kelitbangan. Semuainforman yang berasal dari Bidang Litbang Bappeda
kabupatervkotamenyampai kan bahwabel um tersedianyatenagafungsiona penditi sertakurangnya
tenagadaf administras membuet kinerjabidangini belum optimad . Bahkan has| wawancaraditemukan
faktabahwapadaBidang Litbang di BappedaK abupaten Pandeglang dan Bidang Litbang di Kota
Serang sdah satukurs jabatan strukturalnyabelumteris sampai saet penditianini dilakukan. Untuk
Bidang L itbang Bappeda K abupaten Pandeglang al asan belum terisinyajabatan tersebut karena
memang pada saat pel antikan jabatan tersebut dibiarkan kosong, sementarauntuk Bidang Litbang
Kota Serang pejabat yang dilantik di jabatan tersebut tidak mau mengisinya. Peran Badan
Kepegawaian Daerah dalam hal alokasi pejabat struktural sertakomitmen kepaladaerah untuk
memperkuat |embagayang menangani urusan Litbang nampaknyaperlu ditingkatkan. Selainitu
sistem pusnishment bagi pejabat yang tidak mau mengis jabatan tertentu sesuai Surat Keputusan
K epalaDaerah perlu diterapkan karenatelah melanggar PP No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil yakni tidak mel aksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan
penuh pengabdian, kesadaran,dan tanggung jawab. Berdasarkan kondisi tersebut nampaknya
permasa ahan sumber dayamanusiaharusmenjadi fokus penataan kel embagaan litbang kabupaten/
kotadi wilayah proving Banten.

Upaya Peningkatan KinerjaL embagalL itbang Pemerintah Provins dan Kabupaten/K ota
di Wilayah Provins Banten

Masuknyaurusan Penelitian dan Pengembangan sebagai urusan penunjang pemerintah daerah
sebagai mana diamanatkan dalam No. UU 23/2014 tentu bukan tanpamaksud. Meski digabung
dengan urusan Perencanaan, bukan berarti mengeiminir fungs Litbang namunjustru harusmampu
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meningkatkan kinerjayang diwujudkan dengan keberadaan Bappedasebagai think thank pemerintah
daerah. Masuknyaurusan penelitian dan pengembangan harusdiarahkan pada perwujudan lembaga
yang bertanggungjawab dalam perencanaan tidak sekedar menjalankan unsur-unsur fungsi
tradisiona nyaseperti yang disebutkan oleh Mackenzieet al., (2015) yakni mengumpulkan data,
sinkronisas kebijakan, mendukung koordinasi, mengevaluasi berbagai kebijakan dan program,
perencanaan dan penganggaran. Padaakhirnyapenditian dan pengembangan sebagai sebuahindtitus
seharusnyamemberikan nilai positif kepada proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah
(Wismono 2014). Dengan katalain bergabungnyaurusan Litbang dengan urusan Perencanaan harus
dapat meningkatkan kinerjaBappeda.

Pengukuran kinerjalembagapemerintah daerah yang menangani urusan Litbang dapat dilihat
dalam lampiran Permendagri N0.86 tahun 2017. Dalam Permendagri disebutkan bahwaindikator
kinerjaurusan Litbang sebagai berikut:

Tabel 2.
Indikator Capaian KinerjaUrusan Litbang
Mo | Indikator Capaian Fumus
1. | Persentaze implementasi {(Tumlahkelithangan dalam REPD - humlah kelitbangan dalam
rencana kelithangan BEPIMD) x100%
2. | Persentaze pemanfaatanhasil | (umlahkelitbangan vang ditindaklamjuti : hunlah kelitbangan
kelitbangan dalamrenja perangkat daerah x100%

Jumlah kelitbangan vang ditindaklofugi adalah hasil-hasil
kelitbangan (sesuai Renja Peranghat Dasrah iakhun berkenaan) yang
dimaniaatkan oleh para pemanghu kspentingan

3. | Persentaze perangkat daerah {Jumlah perangkat daerah yvang difasilitasi : Tnmlah total perangkat
yang difasilitasi dalam daerah)x100%

penerapaninovasi daerah.
4. | Persentaze kebjjakanimowvasi | (Jumlahkebijakaninevasivang diterapkan : Jmmlah inovasivang
yang diterapkan di daerah. dinsulkan)x100%

Sumber: Permendagri 86/2017

Berdasarkantabd di atasterlihat bahwalembagayang menangani urusan Litbang harusdapat
melahirkan rekomendas hasi| penelitian yang dapat diimplementas kan oleh pemangku kepentigan
lainnyasertaperlunyafasilitasi inovas daerah bagi tiap perangkat yang ada. Dalam kontekstata
kelolapemerintah daerah Provins Banten atau pun kabupaten/kotadi wilayah Provins Banten,
lembagaBappedaharusjugameredisas kan capaian indkator tersebut disamping capaianindikator
urusan Perencanaan.

K eberadaan bidang yang menangani urusan Litbang pada Bappeda provins ataupun
kabupaten/kota diwilayah Provinsi Banten umumnya masih relatif baru dan terbentuk pasca
reorganisas karenakeluarnyaPP No. 18/2016. Karenaitu, untuk tujuan perumusan rekomendas
peningkatan kinerja, peneliti mencobamel akukan evaluas terhadap dokumen perencanaan yang
adasebagaimanadisgjikan daamtabel berikutini:
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Tabel 3.
Program dan K egiatan Bidang Litbang Bappedadi Wilayah Provins Banten
No Litbang Program Eegatan Eeterangan
1: Provinsi Penelitian dan Penelitian Sosial, Pemerintahan, Target 2018 menjadi & doknmen
Banten Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan, hasil penelitian
Pengembangan Inovasi dan
Teknologi, Pengembangan
Inovasi dan Teknolog
2. Kaota Penelitian, 2 Dolaumen Lithbang Bidang Target di tahun 2018 terjadi
Serang Pengembangan Pemenntahan danlithangbidang | penambahanmenjadi 3
Eehbijakan sosial danbudaya dolanmen antara lain penelitian
Strategis, Inovasi | 1kegiatanpenerapanhasilinevasi | 1 Dolaumen Litbang Bidang
Daerah dan danteknolog Politik, Hukwrm dan HAM, 1
IPTEEK Dokwmen Penelitian Fuang
Terbuka Hijaudan 1 Dok
Penelitian tentang Banten Lama
3 Eota Penelitian Penyusunan Analiza Standar Selain kegiatan penelitian juga
Cilegon Pengembangan Eelanja Non Fisik Penelitian melakukan penyusurnan
Eebijakan dan pengembangan Pedoman: Forum SKEPD, Pasca
Pembangunan perekonomian, DA Musrenbang, Verifilasi
Daerah Infrastruktur dan dolkwumen Perencanaan
kewilayahan, Penelitian dan Perangkat Daerah, pemantauan
pengembangan sosial, budaya pelaksanaan Pembangunan,
danpemerntahan pengendalian perencanaan
pembangunarn, rakorbid
4. Kaota Tidakada Penyusunan Dan Pengimpulan Kajian/Penelitian dilakukan
Tangerang | Programyang Data / Informasi Kebutuhan oleh masing-masing bidang
menangani Penyusunan Dolkirmen wangada di Bappeda Kota
unisan Perencanaan Pengolahan, Tangerang
Eelitbangan updating dan analisis data /
nfonmasi perencanaan
pembangunan daerah,
Penyusunan Tapkin dan Perkin
3. Eota Eoordinasi Penyelengaraan Penelitian dan 4kegiatan (Koordinasi,
Tangszel bidang Penelitian | Pengembangan Daerah pelaksanaan Diseminas,
dan Penvusunan Kajian Peneliian dan | Pengembangan Janngan
Pengembangan Pengembangan Penelitian)
3 Dolonmen Kajian Penelitian
dan Pengembangan
6. Eab Serang | Penelitian dan Penelitian dan pengembangan Sub Bid Penelitian dan
Pengembangan bidang sosial, budaya dan pengembangan bidang
pemerintahan perekonomian dan
Sistern Inowasi Daerah (51Da) pembangunan bam melakukan
tahun 2018
T Eab Program Eoordinasidan Tahun 2017 kegiatan Rizet
Pandeglang | Penelitian dan Fasilitazi Penelitian dan Rizet Unggulan daerahada 3
Pengembangan Unggulan Daerah, Evaluasi kegiatan Ewvaluasikebijakan
InformasiIPTEE | Eebijakan Pembangunan pembangunan tematik ada 2
dan Tematik Kajian Pembangunan kegiatan
Pemmbangunan Strategi Daerah
2. Eab Lebak | Program Inventanizasihazalah Pelayanan | Program Penelitian dan
Pengembangan Publil Pengembangan daerahbam
Data/Infonmasi akan dilaksanakantabun 2018
g Eabupaten | Program Penelitian dan Pengembangan Eegatantahun 2018 hanpir
Tangerang | penelitiandan Sosial Budaya, Ekonon, zama dengantahun 2017
pengembangan Pemenntahan Unmum dan
Perwilayahan, Lingluingan hidup,
Fasilitas Unmum

Sumber: Hasil wawancara dan tel aahan dokumen perencanaan

26

Jurnal Borneo Administrator/Volume 14/No. 1/2018




Implementasi Kebijakan Penataan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan dalam Tata-Kelola Pemerintah Daerah di Provinsi Banten %

Oki Oktaviana, Devi Triady Bachruddin dan Guntur Fernanto

Berdasarkantabel di atashampir sl uruh dokumen Rencana Pembangunan JangkaMenengah
Daerah (RPIMD) provins dan kabupaten/kota sertadokumen renstra Bappeda mencantumkan
program penelitian dan pengembangan. Hanya Bappeda Kota Tangerang saja yang tidak
mencantumkannya. Meski demikian, mdlihat datarencanakegiatan tahun 2017 masih banyak bidang
yang menangani urusan Litbang jugamenangani urusan Satistik berupapenyediaan datadaninformas
sehinggaterkesan belumfokusmenangani fungs penelitian dan pengembangan. Dalam Permendagri
No0.5/2017 Sub Bidang Datadan Informas masuk dalam Kelompok Bidang | (Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluas Pembangunan Daerah) dengan sal ah satu tugasnyaadal ah menghimpun
data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan
pel gporan sertamenyigpkan dan mengamankan datainformas pembangunan daerah. Bahkan Bidang
Litbang BappedaK ota Cilegon masih mel akukan kegiatan yang menyangkut urusan perencanaan
berupa penyusunan dokumen perencanaan (berupapenyusunan Pedoman Forum SKPD, Pedoman
Pasca Musrenbang, Pedoman verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah, Pedoman
pemantauan pel aksanaan pembangunan). Hal serupajugaditemukan padarencanakegiatan Bidang
Litbang BappedaK ota Tangerang Selatan yang mel akukan kegiatan fasilitas dan pendampingan
musrenbang kel urahan dan kecamatan. Berdasarkan hasil wawancaradengan informan, kondisi
tersebut terjadi karenapadawaktu itu merekabelum memiliki andil dalam penyusunan rencana
kegiatan dikarenakan merekaditunjuk sebagal pejabat struktural di bidang litbang dengan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah tersedia.

Sebagai bagian dari upayapeningkatan kinerjafungs dan peran Litbang sebagai salah satu
unsur penunjang pemerintahan tentu harus dikembalikan sebagaimanaamanat dalam Permendagyri
No. 17/2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangandi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah ataupun Permendagri No. 5/2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Sartika (2015) menyebutkan bahwa inovasi
administras sangat berkaitan dengan bentuk organisas yang baru atau desain organisas yang sudah
adayang mendukung penciptaan yang lebih baik, produksi dan penyampaian produk dan jasa
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerjaorganisasi. Hal ini memperkuat penjelasan
sebelumnyayang menyebutkan perlunyarevis Peraturan KepalaDaerah tentang SOTK Bappeda
agar Bidang Litbang lebihfokusmenjaankanfungs pendlitian dan pengembangan sehinggakinerjanya
dapat meningkat dan sesuai dengan capai anindikator sebagamanadiamanatkan Permendagri No.86/
2017. Hal ini dapat diperkuat dengan upayaintensif dari Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri sel aku lembaga pembinamemberikan arahan dan masukan agar hal
tersebut dapat terjadi. Penekanan agar pemerintah daerah mengimplementasikan Permendagri No.
12/2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikas Cabang Dinasdan Unit PelaksanaTeknis
Daerah merupakan contoh kasusyang dapat direplikas perlakuannya

Langkah berikutnya sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja adalah perbaikan
manajemen kinerjaagar setiap produk litbang dapat diadopsi oleh stakeholder terkait. Selain
peningkatan kuditashad | penditian mddui pembentukan Mg disPertimbangan, dan Tim Pengenddi
M utu sebagai manaamanat Permendagri No. 17/2016, hd lain yang harusmendapat perhatian adalah
hubungan kel embagaan antaraBidang Litbang dengan bidang lainnya padainstans Bappedaataupun
hubungan antara Bidang Litbang dengan OPD lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan
informan, tidak adasatu pun Bappedakabupaten/kotaataupun proving di wilayah Proving Banten
yang tedah membentuk M g dlisPertimbangan ataupun Tim Pengenda i M utu sebagaimanadiamanatkan
dalam Permendagri No. 17/2016. Informas yang diperoleh peneliti, merekamenyadari pentingnya
keberadaan Mg dlis Pertimbangan untuk memberikan masukan daam penyusunanisu strategisyang
akan ditindaklanjuti dalam bentuk program/kegiatan penelitian, karenaitu Bappeda K abupaten
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Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang sedang menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang
Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah sebagai turunan
permendagri dimaksud. Selanjutnya, berdasarkan penuturan informan, sebagai turunan dari regulas
daerah tersebut akan ditetapkan Majelis Pertimbangandan Tim Pengendali Mutu. Majelis
Pertimbangan memiliki tugas utamamemberikan arah pendlitian yang dilakukan meldui perumusan
isugtrategis, sedangkan Tim Pengendai Mutu memiliki tugaspokok menjamin agar kegiatan pendlitian
yang dilakukan sesual dengan kaidahilmiah. Sdamaini informan menyadari bahwakegiatan pendlitian
yang dilakukan salain masih belum memenuhi kaidahilmiah baik dalam hal mekanismependitian
maupun 9 stemati kapenulisan|aporan, dalam ha pemilinanisu strategisyang akan dijadikan kegiatan
penelitian pun belum sepenuhnya menjawab permasal ahan yang dibutuhkan ol eh stakehol der.
K eberadaan Mg elis Pertimbangan dan Tim Pengendai M utu diharagpkan dagpat memperkuat kapasitas
kelembagaan yang selamaini dirasakan masihlemah. Hal ini sesual dengan pendapat Purwadinata
dalam Shaxson (2010) yang menyebutkan bahwakapasitaslembagal okal untuk memasok pendlitian
danjenispengetahuan perlu diperkuat untuk memenuhi kebutuhan spesifik yang adadi daerah.
Hubungan kelembagaan antara Bidang Litbang dengan bidang lainnyapadainstans Bappeda
ataupun hubungan antaraBidang litbang dengan OPD lainnyaperlu mendapatkan perhatianmelaui
reposs tatakerjaantar bidang ataupun antara Bappedadengan OPD lainnyaagar instansd Bappeda
dapat memberikan arah kegiatan perencanaan masing-masing OPD berdasarkan kegiatan penditian
ataupun evaluasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancaradengan informan di BappedaKota
Tangerang, kegiatan pendlitian yang dilakukan justru disebar ke bidang-bidang yang adadengan
tujuan agar proses penyampaian rekomendas hasil penelitian kepadaOrganisasi Perangkat Daerah
(OPD) lebih mudah mengingat bidang lain memiliki mitraOPD masing-masing. AdanyamitraOPD
ini memudahkan “pengawaan” padasaat OPD yang bersangkutan melakukan asistens penyusunan
perencanaan sehinggarekomendas hasi| pendlitian dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan di
masing-masing OPD. Kondis yang hampir samajugadisampaikan olehinforman dari Bidang Litbang
Bappeda K abupaten Serang seperti kutipan wawancaraberikut ini:
“Terus terang kami agak kesulitan mewujudkan rekomendasi hasil penelitian

yang kami lakukan menjadi programdan kegiatan OPD. Kami tidak seperti bidang

lainnya di Bappeda yang memiliki mitra masing-masing OPD. Upaya sosialisasi

agar rekomendasi penelitian dapat dijadikan programdan kegiatan OPD, ataupun

upaya menyampaikan kepada bidang-bidang di Bappeda agar rekomendasi

penelitian dijadikan sebagai bahan penyusunan kegiatan yang dilakukan OPD

belum sepenuhnya berjalan baik” .

Berdasarkan hal diatas, nampaknyakegiatan penelitian yang dilakukan oleh Bidang Litbang
belum dianggap sesuatu yang dapat menjawab i su permasal ahan di OPD sehinggaproduk yang
dihasiIkan belum dimanfaatkan sebagal sdah satu panduan dal am penyusunan dokumen perencanaan.
L akitan (2012) menyebutkan bahwaadatigakapasitasyang sangat mendasar yang perludimiliki
oleh setigplembagalitbang, yakni: 1) kapasitasuntuk menyerapiptek yang berasa dari luar (sourcing
capacity); 2) kapasitas untuk melakukan riset dan pengembangan iptek (R& D capacity); dan 3)
kapasitas untuk mendiseminasikan pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan (disseminating
capacity). Karenaitu upayadiseminas hasl| pendlitian harusdibarengi dengan peningkatan kapasitas
lembagalitbang itu sendiri sehinggabidang lain di Bappedaataupun OPD tidak menganggap kecil
setiap rekomendasi hasil penelitian yang dilakukan oleh bidang litbang. Surat dari Menteri Dalam
Negeri nomor 070/2047/SJyang ditujukan kepada Gubernur sertasurat Menteri Dalam Negeri
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nomor 070/2048/SJyang dituj ukan kepada Bupati/Walikotajel as memberikan penegasan kepada
daerah agar perangkat daerah yang mengemban dua urusan (Perencanaan dan Litbang) agar
mengkol aboras kan keduafungs tersebut dalam satu kesatuan perangkat daerah secaraterintegras.
Hal ini menunjukan bahwakeberhasilan pencapai an kinerjabidang litbang harus dipandang oleh
kepal a Bappedasebagal bagian dari pencapai an target kinerjaBappeda secarakeseluruhan yang
menjadi tanggung jawabnya.

Penguatan kelembagaan litbang yang telah diamanatkan meldui surat Menteri Dalam Negeri
tersebut hendaknyapulatidak disikapi dengan ekdusivitaslembagalitbang itu sendiri. Lembaga
litbang tidak boleh menjadi suatu entitasyang terisolir dari reditakebutuhan dan persoa an pemangku
kepentingan yang ada. Sesuai definisi litbang yang digunakan OECD (2002) dalam Lakitan
(2011):” Research and experimental devel opment (R& D) comprise creative work undertaken
on a systematic basis in order to increase the stock of knowledge, including knowledge of
man, culture and society, and the use of this stock of knowledge to devise new applications’.
Jelas bahwakegi atan litbang tidak hanya mencakup upayauntuk menambah stok pengetahuan
semata, tetapi jugaperlu menyiapkan agar stok pengetahuan tersebut dapat diaplikasikan sehingga
memberikan kemanfaatan nyata (L akitan, 2011).

Bidang L itbang harus mampu menjadi sumber pengetahuan melalui kegiatan kelitbangan
sehingga dapat memberikan masukan bagi bidang lainnya di Bappeda sebagai bahan untuk
mengarahkan kegiatan di mitraOPD masing-masing. Oleh karenaitu, penditi mengusulkan skema
kolaboras urusan litbang dengan perencanaan sesuai dengan gambar dibawahini:

Tim Pengendali Mutu Majelis Pertimbangan

!Wﬁmm/”’ﬁ:ﬂummm

pronenn e Bidang Litbang Bappeda | -eeeeseensenseensenees -

|

k
Bidang IT

B | Permsalshas Stratapn

<

OPD Mitra Kerja S R 4

Gambar 1.
Kolaboras Urusan Litbang Dan Perencanaan.

Berdasarkan gambar diatas,pemberian rekomendas hasil penelitian secaralangsung kepada
OPD mungkin dilakukan namun digambarkan dalam bentuk garisterputus mengingat tidak ada
hubungan|angsung karenabidang litbang tidak melakukan as stend padasaat penyusunan perencanaan
kegiatan OPD. Kondisi ini dapat diantisipasi dengan upaya pendekatan kepadamasing-masing
bidang di Bappedaagar dalam proses asistensi penyusunan kegiatan dan anggaran mitraOPD,
setiap rekomendasi hasil kajian dapat menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kegiatan.
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Pendekatan ini tentu harus diperkuat dengan penyusunan Sandard Operating Procedure (SOP)
yang ditetapkan melaui surat keputusan kepalaBappedasebagai tidak lanjut Surat Edaran M enteri
Dalam Negeri yang memberikan penegasan perlunyakolaborasi urusan Litbang dengan urusan
Perencanaan.

Hal lainyang harusdilakukan addah sfat proaktif Bidang Litbang di Bappedauntuk melakukan
inventarisas permasa ahan di OPD dengan memintamasukan langsung dari bidang-bidang di Bappeda
ataupun langsung dari OPD. I nput permasal ahan yang didapatkan dari bidang-bidang di Bappeda
ataupun OPD biasanyaakan bersifat sektora, karenaitu perlu jugamemintamasukan dari Mgelis
Pertimbangan untuk mendapatkan isu permasal ahan yang bersifat makro terkait permasalahan
pembangunan yang dapat diintervens melaui kegiatan kelitbangan. Kolaboras antaraurusan Litbang
dengan urusan Perencanaan secara utuh diharapkan dapat mewujudkan Bappeda sebagai think
thank yang dapat memberikan arah bagi penyusunan perencanaan di OPD sehinggaakseleras
pencapai an tujuan pembangunan dapat terealisas.

Upayaselanjutnyayang harus dilakukan untuk penataan kelitbangan adal ah peningkatan
koordinas antar bidang yang menangani urusan penditian dan pengembangan di lingkup pemerintah
provins dengan kabupatervkota. Seluruh informan menyampakanfungs koordinas sslamaini mash
dirasakan kurang sehinggakegiatan penelitian seolah berjalan masing-masing. Kondis ini belum
sejalan dengan amanat UUN0.23/2014 pasal 210 yang menyebutkan bahwa hubungan kerja
Perangkat Daerah provins dengan Perangkat Daerah kabupaten/kotabersifat koordinatif dan
fungsiond. Hal lainnyayang masi h dianggap kurang adal ah proses pembinaan yang dilakukan oleh
lembaga litbang provinsikepadalembagalitbang setingkat dibawahnya, sebagaimanaamanat
Permendagri 17/2016 pasal 55 yang menyebutkan bahwagubernur melaui Badan Litbang proving
atau lembaga dengan sebutan lainnyayang menyelenggarakan fungsi kelitbangan melakukan
pembinaan kegiatan kelitbangan pada pemerintahan provins dan kabupaten/kotadi wilayahnya.
Proses pembinaanini yang masi h dirasakan kurang oleh Bidang Litbang kabupaternvkotadi Proving
Banten. Berikut kutipan wawancaradengan beberapainforman di kabupaten/kota:

“ Bagusnya ada rapat rutin kelitbangan yang di inisiasi oleh litbang provinsi agar
penelitian di kabupaten/kota bisa padu sehingga sinergitas antar litbang dapat
terjadi, pembinaan provins ke kabupaten/kota juga harus ditingkatkan seperti
bimtek teknis penguatan kelitbangan agar SDM yang ada di litbang lebih memahami
kelitbangan khususnya tentang penelitian”

(Sumber: wawancaradengan informan Bidang L itbang Bappeda K abupaten Pandeglang).

Ha senadajugadisampaikan olehinforman dari Bidang Litbang Bappedakabupaten L ebak
daam kutipanwawancaraberikut ini:

“Litbang provinsi itu belum hadir di kabupaten, koordinasinya pun masih
kurang,tolong dong litbang kabupaten/kota diajak berembuk agar arah kelitbangan
di provins Bantenini lebihjelas, bikin kegiatan kelitbangan yang dibutuhkan oleh
tiap kabupaten/kota berdasarkan karakteristiknya” .

Berdasarkan kutipan wawancaradi atasterlihat bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Bidang
Litbang BappedaProvins Banten dirasabelum optimal oleh Bidang Litbang kabupaten/kotadi
proving Banten. Oleh karenaitu proses pembinaan kelitbangan ini harusditingkatkan, salah satunya
dengan diagendakannya pertemuan rutin antar bidang litbang di wilayah provins Banten. Dengan
pertemuan tersebut, maka permasal ahan-permasal ahan kelitbangan di provinsi Banten dapat
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teridentifikas sehinggaeksistens pel aksanaan urusan Litbang pengembangan dalam tatakelola
pemerintahan dapat dirasakan sebagal bagian dari upaya perwujudan tujuan pembangunan baik
pemerintah proving ataupun kabupatervkota.

E. PENUTUP
Kesmpulan
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebel umnya, kesimpulan penditianini addah;

a. Urusan Litbang dalam pemerintah daerah proving ataupun kabupaternvkotadi wilayah Proving
Banten ditangani ol eh sebuah bidang setingkat eselon 111. Dari del apan kabupaten/kota, Kota
Tangerang Selatan dan K ota Tangerang memiliki nomenklatur bidang yang berbedadengan
nomenklatur bidang di pemerintah provins ataupun kabupaten/kotalainnya. Jkaproving dan
enam kabupaten/kotala nnyamenggunakan nomenklatur Bidang Pendlitian dan Pengembangan,
BappedaK ota Tangerang Selatan menggunakan nomenklatur Bidang Pendlitian, Pengembangan
dan Pemerintahan Umum sedangkan untuk BappedaK ota Tangerang menggunakan nomenklatur
Bidang Pengel olaan Data Perencanaan, Pendlitian, dan Pengembangan.

b. Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi dalam peraturan kepaladaerah masing-masing
wilayahdi Proving Banten, terdapat keti daksesuaian antaratugaspokok Bidang yang mengelola
urusan L itbang dengan tugas pokok sebagai manadiamanatkan dalam Permendagri 5/2017
tentang Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provins dan Daerah Kabupater/
Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
K etidaksesuai an antaraPergub, Perbup ataupun Perwal dengan Permendagri 5/2017disebabkan
karenaketerlambatan keluarnyaregulas permendagri dimaksud.

c. Pemilihanisu strategisyang dijadikan acuan kegiatan penelitian oleh bidang yang menangani
urusan Litbang bel um sepenuhnyamenjawab permasa ahan yang dibutuhkan ol eh stakehol der.
Hd ini berimplikas padabdum terjadinyaadops rekomendas hasil pendlitian untuk dijadikan
salah satu bahan rujukan dalam penyusunan perencanaan kegiatan organisas perangkat daerah.

d. Belumoptimanyaproseskoordinasi dan pembinaan dari Bappedaproving terhadap Bappeda
kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten dalam pelaksanaan urusan penelitian dan

pengembangan.

Saran

a. Agar lembagaataupun bidang yang menangani urusan Litbanglebih fokusdalam menjaankan
tugaspokok danfungs nyasertatidak dibebani urusanlainnyadiluar kelitbangan perlu dilakukan
revis peraturan kepa adaerah dan disesuaikan dengan amanat Permendagri 5/2017.

b. Perlunyakolaboras antaraurusan Litbang dengan urusan Perencanaan melalui perwujudan
Bidang Litbang sebagal sumber pengetahuan dari kegiatan kelitbangan sehinggarekomendas
hasi| penelitian dapat dijadikan masukan bagi Bidang lainnyadi Bappedasebagai bahan untuk
mengarahkan kegiatan mitraOPD masi ng-masing dalam menyusun perencanaan. K olaboras
ini perlu diwujudkan dalam bentuk Sandard Operating Procedure (SOP) Bappeda.

c. Perluagendapertemuan rutin tahunan antar Bidang Litbang di wilayah provins Banten untuk
membahasisu permasal ahan maupun rencanakegiatan masing-masing bidang.
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